PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Menimbang

Mengingat

PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

L.

BUPATI BANDUNG,

bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan
ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
Sejenis, perlu dilaksanakan alih fungsi Unit Pelaksana
Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan
Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;

bahwa dalam rangka melaksanakan program pendidikan
nonformal melalui layanan pendidikan yang
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak
usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar
Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal
Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
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Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar
Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
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11. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 1453 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan
Belajar;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016 Nomor 12);

13. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 62);

14. Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016 tentang tugas,
fungsi, dan tata kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 76 )

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom,;

4. Bupati adalah Bupati Bandung;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah,;
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Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik
merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
bidang pendidikan.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT,
adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu;

Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Daerah;

Kepala Urusan Tata Usaha yang selanjutnya disingkat
Kaur TU adalah Kepala Urusan Tata Usaha pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah;

Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB
adalah unit pelaksana teknis yang menangani urusan
pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal
sejenis;

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya
disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan
nonformal,

Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut
Program PNF adalah layanan pendidikan yang
diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak
usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan
pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan
kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk
mengembangkan kemampuan peserta didik;

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah
kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan /atau
keterampilan tertentu secara mandiri;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan,

Jabatan Fungsional pada satuan PNF SKB adalah
Pamong Belajar;

Pendidik di Satuan PNF adalah Pamong Belajar, Tutor,
Fasilitator atau sebutan lain yang relevan yang memiliki
tugas utama melakukan kegiatan pembelajaran,
pembimbingan dan pelatihan.



BAB II
ALIH FUNGSI
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini UPT SKB dialihfungsikan
menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan
Belajar yang selanjutnya disingkat Satuan PNF SKB.

Pasal 3

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
berhak :

a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional,

b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
dan

c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah serta
pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 4

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dapat:

a. menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
dan/atau Kompetensi Program PNF sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. menerbitkan ijazah dan/ atau sertifikat kompetensi bagi
peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Susunan Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB, terdiri atas :
a. Kepala Satuan PNF;
b. Urusan Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dijabat oleh Pejabat Fungsional Pamong Belajar
yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
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(3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang
merupakan jabatan struktural pengawas eselon IVb yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Satuan PNF.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah Pamong Belajar.

(5) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan PNF SKB adalah
sebagai berikut:

KEPALA SATUAN PNF SKB

URUSAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 6

(1) Satuan PNF SKB merupakan unsur pelaksana kegiatan
teknis penunjang tugas Dinas dalam bidang pendidikan
nonformal;

(2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala Satuan
PNF SKB yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Disdik.

Bagian Ketiga
Tugas
Paragraf 1
Kepala Satuan PNF SKB
Pasal 7

Kepala Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf a bertugas menyelenggarakan program PNF,
memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada
masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan
pendidikan masyarakat.



Paragraf 2
Kepala Urusan Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S5 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan urusan
administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian,
keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat,
persuratan, dan pengarsipan.

Bagian Keempat
Fungsi
Paragraf 1
Kepala Satuan PNF SKB
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 Kepala Satuan PNF SKB, menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan pendidikan nonformal;

b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua
peserta didik dan masyarakat; dan

c. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB.

Paragraf 2
Kepala Urusan Tata Usaha
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 Kepala Urusan Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kurikulum,
peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan
prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan
pengarsipan,;

b. penyusunan dan pengelolaan perencanaan, surat
menyurat, kepustakaan, protokol, barang milik daerah /
aset dan kerumahtanggaan Satuan PNF SKB;

c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi; dan

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta
capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



Bagian Kelima
Sub Tugas
Paragraf 1
Kepala Satuan PNF SKB
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9, Kepala Satuan PNF
SKB, mempunyai sub tugas sebagai berikut :

a.

membantu Kepala Disdik dalam kebijakan umum
pelaksanaan program dan pengelolaan sebagian fungsi
Disdik di bidang pelaksanaan Program PNF;

mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program
dan pengelolaan sebagian fungsi Disdik di bidang
pelaksanaan Program PNF;

menyusun rencana dan program kegiatan pelaksanaan
Program PNF;

menyiapkan bahan dan melaksanakan program kerja
pelaksanaan Program PNF berdasarkan kebijakan teknis,
sasaran dan program kerja Disdik serta kondisi dinamis
masyarakat di lingkup kerjanya;

pelayanan pendidikan nonformal;

pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua
peserta didik dan masyarakat

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan
pendidikan nonformal,

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaksanaan
hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan
masyarakat;

mendistribusikan tugas kepada staf dan/atau tenaga
fungsional sesuai dengan bidang tugasnya;

memberi petunjuk kepada staf dan/atau tenaga fungsional
untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;

memeriksa hasil kerja staf dan/atau tenaga fungsional
serta menyelia kegiatan staf dan/atau tenaga fungsional
untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf
dan/atau tenaga fungsional berdasarkan rencana kerja
yang telah ditetapkan;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran

kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya
dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

menyusun dan/atau memeriksa konsep-konsep surat
yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep
surat yang benar;
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melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai
bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Urusan Tata Usaha
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, Kepala Urusan Tata
Usaha, mempunyai sub tugas sebagai berikut :

a.

membantu Kepala Satuan PNF SKB dalam menyusun dan
menyiapkan bahan penyusunan program kerja Satuan
PNF SKB;

menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana,
program dan anggaran Satuan PNF SKB;

menyiapkan bahan dan  melaksanakan  urusan
pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan
pertanggungjawaban anggaran Satuan PNF SKB;

menyiapkan bahan dan  melaksanakan  urusan
kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan
Satuan PNF SKB;

menyiapkan  bahan  dan melaksanakan  urusan
pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja
modal, dan pembayaran lainnya;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data
dan informasi pegawai di lingkungan Satuan PNF SKB;

menyiapkan bahan dan  melaksanakan fasilitasi
peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama di
bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan
tenaga kependidikan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan pengelolaan
persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan
Satuan PNF SKB;

menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan publikasi
dan dokumentasi di lingkungan Satuan PNF SKB;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan,
inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan
pendistribusian barang milik daerah di lingkungan Satuan
PNF SKB;
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menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keamanan,
ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan
Satuan PNF SKB;

. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan

penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Satuan
PNF SKB;

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen urusan tata usaha,;

menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja
sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

menyelia kegiatan staf di lingkungan Urusan Tata Usaha
untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;

mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran
kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya
dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

menyusun dan/atau memeriksa konsep surat dinas
berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis,
berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan
menyangkut bidang tugasnya; dan

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugas pokok dan
fungsinya.

Bagian Keenam
Program
Pasal 13

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
melaksanakan Program PNF sebagai berikut :

a.

=

= S T T SO - S

[
.

pendidikan kecakapan hidup;

pendidikan anak usia dini;

pendidikan kepemudaan;

pendidikan pemberdayaan perempuan;
pendidikan keaksaran;

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
pendidikan kesetaraan,

pembinaan keluarga / pendidikan keorangtuaan;

pembentukan taman bacaan masyarakat; dan
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j. pendidikan lain dan / atau program pendukung yang
ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta
didik.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan PNF SKB,
Kepala Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional pada
Satuan PNF SKB, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pejabat Struktural Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata
Usaha UPT SKB beserta jajarannya yang diangkat sebelum
ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas
dan fungsi UPT SKB sampai dilakukannya penataan
organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan
Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Bandung Nomor 108
Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 110) dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Oktober 2017
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Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 9 Oktober 2017
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BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 52



